5.1

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian dalam bab bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh pihak

perusahaan sangat tidak dapat dibenarkan karena menonton
perjudian tidak termasuk ke dalam kriteria melakukan perjudian.
Pihak karyawan tidak melakukan suatu hal yang melanggar hukum
ataupun hal yang dapat merugikan pihak perusahaan yang sesuai
dengan unsur-unsur perjudian, sehingga perbuatan karyawan yang
menonton perjudian tersebut dapat dipastikan tidak termasuk dalam

kriteria melakukan perjudian.

. Tindakan Perusahaan X mengenai PHK tersebut sangatlah tidak

sesuai dengan ketentuan PHK yang ada, karena terutama pihak
Perusahaan tidak mengupayakan terlebih dahulu agar tidak terjadi
PHK, lalu pihak Perusahaan pula menjatuhi PHK dengan alasan
yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja maupun Peraturan
Perusahaan itu sendiri, sehingga dapat dipastikan bahwa tindakan
Perusahaan X mengenai PHK vyang dilakukannya kepada
karyawannya yang menonton perjudian adalah tidak sesuai dengan
ketentuan PHK yang berlaku.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang tidak boleh dikesampingkan
dalam keadaan apapun. Dalam Pemutusan Hubungan Kerja yang
dilakukan secara sepihak tersebut, pihak perusahaan telah
mengesampingkan Hak Asasi Manusia dari pihak pekerja tersebut
karena pihak pekerja tersebut kehilangan pekerjaannya. Hak Asasi

Manusia harus diupayakan sebisa mungkin agar dapat didapat oleh

84



setiap orang dan juga dilindungi oleh setiap orang maupun badan
hukum yang ada di Indonesia. Karena itu, penulis berkesimpulan
bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut telah

melanggar Hak Asasi Manusia dari pihak tenaga kerja tersebut.

5.2 Saran

Dari uraian dalam kesimpulan yang telah disampaikan di atas dapat

diajukan saran penelitian sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pihak Perusahaan X untuk dapat meninjau lebih
lanjut lagi dan melakukan perbaikan pada Peraturan Perusahaan
karena dengan ketidakjelasan peraturan dapat merugikan banyak
pihak terutama pihak pekerja. Perbaikan yang diperlukan adalah
dengan adanya pembaharuan peraturan yang mengatur lebih lanjut
lagi mengenai kesalahan berat. Seharusnya ditafsirkan lebih baik
lagi apakah perjudian termasuk ke dalam kesalahan berat dan
sanksinya agar lebih jelas lagi. Dengan adanya perbaikan dalam
Perjanjian Kerjan maupun Peraturan Perusahaan, diharapkan di
masa yang akan datang tidak akan terjadi lagi kasus serupa di
perusahaan ini, sehingga hak-hak para pekerja pun dapat terpenuhi
dengan lebih baik, dan juga kesalahan-kesalahan pekerja akan
ditanggulangi dengan jelas pula.

2. Disarankan kepada pembuat Peraturan Perundang-undangan untuk
dapat meninjau lebih lanjut lagi mengenai peraturan tentang
Ketenagakerjaan mengenai pasal 158 yaitu tentang kesalahan berat
yang dilakukan oleh pekerja, karena dengan adanya putusan MK,
maka pasal 158 tersebut menjadi tidak jelas bagi pekerja, maka
seharusnya kesalahan berat dari pasal 158 diatur lebih konkrit lagi
mengenai sanksinya, dan juga mengenai Hak Asasi Manusia karena

dengan adanya perubahan pada Perundang-undangan, maka akan
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tercipta kepastian hukum yang lebih lagi bagi pihak Perusahaan
maupun pihak pekerja. Dengan adanya Undang-Undang yang lebih
baik lagi, maka perlindungan kepada para pekerja ataupun
perusahaan akan lebih terjamin lagi, terutama akan lebih
terjaminnya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia agar tidak

diabaikan lagi oleh semua pihak.
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